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ABSTRAK

Penulisan Skripsi ini berjudul : “Sistem Pemberian Jujur Dalam Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten
Ogan Ilir” Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis sistem pemberian
jujur pada upacara perkawinar{ di masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung
Batu Kabupaten Ogan Ilir dan Untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam
sistem pemberian jujur pada masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung
Batu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian
Hukum Empiris yang dilakukan dengan menggambarkan langsung kondisi yang
dilihat di lapangan secara apa adanya. didasarkan dengan melihat suatu kenyataan
hukum di dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di
masyarakat. Kesimpulan hasil penelitian diketahui Sistem pemberian jujur dalam adat
perkawinan pada masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan Ilir menjadi syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat
pada umumnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemberian jujur pada
masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yaitu
nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial dan nilai agama hal ini lah yang membuat
adat dan tradisi di desa Tanjung Atap tetap bertahan sampai sekarang.

Kata kunci : Pemberian Jujur,Nilai-Nilai, Adat Perkawinan, Desa Tanjung Atap
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan bahwa :
“Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Dengan kata lain Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang
laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-
isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.
Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta
mencintai dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga.t

Perkawinan Menurut Anwar Haryono mengatakan “Perkawinan adalah suatu
perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia”.? Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara
seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.?

Sedangkan Perkawinan Menurut Abdullah Sidig, Perkawinan adalah

Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup

1 Sutrisno Hadi, Metode Research, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM,70, him. 4
2 Ridwan Syahrani,Seluk Beluk Asas-asas hukum perdata. Banjarmasin, PT.Alumni, 2006

3 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan UU No. 1
Tahun 1974, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
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bersama dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta

mencegah perzinaaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.*

Sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi
juga dari masing-masing agama Yyang di peluk oleh yang melangsungkan
perkawinan.® Syarat Sahnya perkawinan diatur didalam Pasal 2 ayat ( 1 dan 2 )
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,bahwa : “Perkawinan adalah Sah,apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya para pihak” serta
“Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku”.

Tujuan Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah Membentuk
Keluarga yang bahagia dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah
tangga yang bahagia dan kekal didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh
masing-masing individu sebagaimana di jelaskan didalam Pasal 1 Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan,bahwa Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama
atau kerohanian sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau

jasmania, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.®

4 Abd.Somad, Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,Kencana
Prenada Media Grup,Jakarta,2012, HIm. 258.

5 Wahyu Ernaningsih dan Putu samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet.Ke 1,
Palembang,Rambang,2006,HIm.16

® 1bid.HIm.31-32.



Indonesia merupakan sebuah negara yang terbentuk oleh ribuan pulau yang
tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah tersebut. Sebagaimana
diketahui, di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal masyarakat umum,
antara lain suku Jawa, suku Cina, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku
Melayu dan masih banyak lagi. Masyarakat Palembang sebenarnya termasuk kedalam
suku Melayu walaupun masih ada juga suku Jawa dan suku Cina, dengan kehidupan
masyarakat yang cukup makmur seperti tercermin dari sifat masyarakat untuk sadar
akan nilai kebudayaan yang tinggi, sifat gotong royong merupakan suatu kebiasaan

yang luhur terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan.’

Upacara Perkawinan yang ada di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu
Tradisional dan modern, ada kalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut.
Upacara perkawinan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan adat
setempat. Upacara perkawinan secara modern dilakukan dengan mengikuti aturan-
aturan dari luar negeri,biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa.®

Hukum Tradisional dan Hukum modern merupakan unsur-unsur yang
menyusun tata hukum. Sistem hukum yang pluralistis pada zaman penjajahan

demikian juga masih berlaku untuk Negara Indonesia. Komponen terpenting dari

7 Koleksi perlengkapan Upacara Perkawinan Adat Palembang, Sumatera Selatan: Proyek
Rehabilitasi dan Museum: 1978/1979, Him. 1.

8 www.academia.edu, Upacara_Perkawinan, diakses pada tanggal 21 September 2019 Pukul
08.46 Wib
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Pluralisme itu adalah berlakunya hukum eropa di satu pihak dan di lain pihak hukum
yang bersesuaian dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia.®

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan Hukum adat yang mengatur
tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan
putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di
berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat
istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Perkawinan dalam
lingkup hukum adat memiliki beberapa bentuk, adalah sebagai berikut: Perkawinan
Jujur,Perkawinan Semenda,Perkawinan Bebas (Mandarin) dan Perkawinan lari. 1°

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan,
adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan
atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga/ kerabat,
untuk memperolen nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk
mempertahankan kewarisan Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara
suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu
dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya
berbeda-beda.™

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia
pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat

adat bersangkutan.maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum

® Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat Bandung : Angkasa 1981 him.154.

10 Made Adriawan Restu Ningrat?,Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut
Pandang Hukum Adat,\/ol.V1.08 Oktober 2018,hIm.78.

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni,Bandung,1983,HIm.22



agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, lain halnya bagi
mereka yang belum menganut agama hanya berupa kepercayaan yang masih

meyakini roh-roh dan dewa-dewa atau bisa disebut animisme ataupun dinamisme.*?

Pada umumnya disetiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda,
diantaranya adat istiadat dalam pelaksanaan pemberian jujur / mahar pada suatu
pernikahan, pemberian jujur/mahar merupakan suatu aktifitas ditengah masyarakat
yang wajib dilaksanakan ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini tidak
boleh ditiadakan harus ada, sebab maskawin menurut islam adalah kunci pokok untuk

sahnya suatu perkawinan walaupun pemberian mahar itu secara berutang.

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon isteri
sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang
isteri kepada calon suaminya.'® Konsep tentang mahar adalah bagian yang esensial
dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan

dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.'*

Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan
sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau
kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala

bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan,

12 1bid, him.26

13 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010, him. 84.

14 |stibsyaroh, Hak-Hak Peremuan, Jakarta: Teraju, 2004 , him.101



penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir

upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.*®

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam pandangan masyarakat
Indonesia pada umumnya dan khususnya pada masyarakat Desa Tanjung Atap dalam
merealisasikan perkawinan tersebut masing-masing daerah mempunyai aturan dan
tata cara yang berbeda serta mempunyai makna ciri khas tertentu yang telah
terangkum dalam adat budaya. Adat budaya Desa Tanjung Atap senantiasa dijaga dan

dilestarikan oleh Masyarakat setempat.

Sebagai Negara kepulauan Indonesia terdiri atas lebih kurang 300 suku bangsa
serta 500 bahasa daerah, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya jika dilihat
dari segi budaya. Disetiap sukunya memilili adat masing dalam mengatur aspek
kehidupan, mulai masalah hubungan antar manusia,ritual beribadah, kepercayaan,
mitos-mitos dan hingga pada sanksi ada pada adat masing-masing serta nilai-nilai

terkadung didalamnya.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa
yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu
peristiva mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua,
saudara- saudara dan keluarga dari kedua belah pihak.

Di Kabupaten Ogan llir, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu Desa Tanjung

Atap pada umumnya menganut ajaran Islam pada upacara perkawinannya yang mana

15 Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia MenurutPandangan Hukum Adat
Hukum Agama, Bandung: Mandar Hilman Maju, 2003, him. 97.



diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan Pemberian Jujur oleh calon mempelai
laki — laki kepada calon mempelai wanita. Sebagaimana ketentuan hukum adat, maka
Pemberian jujur dilakukan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan pada Desa
tesebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk
meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan
skripsi dengan judul ¢« SISTEM PEMBERIAN JUJUR DALAM ADAT
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG ATAP KEC.
TANJUNG BATU KAB. OGAN ILIR”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan
karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian latar

belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pemberian jujur dalam adat perkawinan pada
masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten
Ogan Hlir?

2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemberian jujur pada
masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan
Iir ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan, yaitu:



1. Untuk menganalisis sistem pemberian jujur pada upacara perkawinan
di masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu
Kabupaten Ogan llir.

2. Untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam sistem
pemberian jujur pada masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan

Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, yaitu:

1.

Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan mengenai pengembangan limu Pengetahuan
khususnya di bidang hukum adat mengenai Pemberian Jujur pada
Masyarakat di Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten

Ogan llir.

Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dalam
penelitian lanjutan di bidang hukum Indonesia, khususnya dalam
Pemberian jujur pada Masyarakat Desa Tanjung Atap Kecamatan Tanjung

Batu guna mengetahui bagaimana sistem pemberian jujur.



E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.® Dalam penelitian ini,
kerangka teori yang digunakan adalah :

1.Konsep Perkawinan

Sulaiman Rasyid merumuskan perkawinan adalah akad yang menghalalkan
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.!’” Keabsahan
suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berakibat erat
dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan)
maupun yang berkaitan dengan harta.®

Adapun tujuan perkawinan secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Undang -
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena
itu, suami isteri harus saling memahami satu sama lain demi mencapai kesejahteraan
lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar
mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga

kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, him. 103

17 Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia),
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, him. 260

18 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015,hIm
10



Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menganut asas
monogami, tetapi hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum
dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan untuk seorang suami beristri lebih
dari seorang. Namun dalam hal ini meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan
tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami istri itu harus telah
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Karena tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, Undang-
undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada
alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

2. Teori Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dengan
hukum yang hidup didalam masyarakat. Menurut Ehrlich masyarakat adalah ide
umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni

keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun



sistem hukum dan sebagainya. Ehrlich memandang semua hukum sebagai hukum
sosial.®

Hakim sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, dalam membuat
keputusan harus mempertimbangkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat,
seperti tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai — nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Soerjono Soekanto Perlindungan
Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan
orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.?°

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan
atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

19 The Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lingkungan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 2002,
him. 213.

20 Sperjono Soekanto,Pengantar Hukum,Jakarta : Ul-Perss,2006,HIm.133



atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pinak manapun.?*
Menurut Philipus M.Hadjon Bahwa sarana Perlindungan Hukum ada dua
macam,yaitu : 22
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada Perlindungan Hukum Preventif ini subyek hukum diberikan kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
Perlindungan Hukum Preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum
yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil
keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan
administrasi di indonesia termasuk kategori prinsip perlindungan hukum terhadap
tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat

21 Satjipto Rahardjo, 1lmu Hukum,Citra Aditya Bakti,Bandung,2000,HIm.74.

22 Philipus M.Hadjon Perlindungan hukum bagi Rakyat Di Indonesia.Sebuah Studi Tentang
Prinsip-prinsipnya.Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Adminitrasi Negara,PT.Bina lImu,Surabaya,1987,HIm.30



lahirnya konsep tentang pengakuan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan
pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan perkawinan,berarti  hukum  memberikan
perlindungan dan keamanan terhadap hak-hak suami atau isteri dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Maka perlindungan ini sangat
penting bagi pihak suami ataupun pihak isteri agar terhindar dari ketidak adilan atau
diskriminasi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Pembahasan Permasalahan Dalam Skripsi Ini Dibatasi Pada
Sistem Pemberian Jujur Dalam Adat Perkawinan Pada Masyarakat Desa Tanjung

Atap Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan llir

1.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum Empiris.
Penelitian hukum empiris didasarkan dengan melihat suatu kenyataan hukum di
dalam masyarakat dan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di
masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan
mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan peneliti atau penulisan

hukum.



Penelitian Hukum Empiris adalah Suatu Penelitian yang digunakan untuk

menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan langsung secara apa adanya?®

2.Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk
memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang
dibuat mengenai kasus-kasus hukum yang pernah terjadi maupun yang akan
terjadi.?* adapun beberapa pendekatan dalam metode pendekatan penelitian

tersebut yaitu :

a) Pendekatan Undang- Undang (Statute Approach)

Analisis yang dilakukan melalui Pendekatan Undang-undang ini
akan lebih akurat jika dibantu satu atau lebih pendekatan lain yang
cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang
tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.?® Dalam
pendekatan perundang-undangan ini menggunakan undang-undang
dasar 1945 ,Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kitab

Undang-undang Hukum Perdata.

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka
Cipta,HIm.142

24 Johnny Ibrahim,”teori dan metode Penelitian Hukum
Normatif, ”Malang,Banyumedia Publishing,2010,him.299

2 1bid. HIm.305



b) Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan Konseptual pendekatan yang beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan
memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum,maupun

akses hukum yang relevan dengan permasalahan .2

3.Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang di
peroleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (data primer) dan data
yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder), yaitu:
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau
dari lapangan berupa informasi konkrit tentang objek penelitian. Data
primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung
dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan natinya
penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, literatur, peraturan

perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

2 1bid. HIm.331.



yang hendak dibahas. Penulis dalam penelitian ini meggunakan 3 (tiga)

bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar 1945.
b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d) Kompilasi Hukum Islam

2)  Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah,

makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.?’

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku,

literatur, media cetak, kamus (hukum) dan referensi-referensi

lainnya yang relevan dengan objek kajian.?®

13

27 Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, HIm.

28 |bid



4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini yaitu di Desa Tanjung Atap

Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan llir.

5. Teknik Pengambilan Sample

Teknik Pengambilan Sample yang dilakukan menggunakan Responden
yang ditentukan secara Purposive sampling, yaitu dengan tokoh-tokoh adat
pada masyarakat Desa Tanjung Atap sebanyak Tiga Orang. Kriteria Responden

adalah :

a. Masyarakat adat ( 3 Pasang Suami Isteri yang melakukan sistem

pemberian jujur)

b. Pemangku adat
c. Perangkat Pemerintah Desa Setempat
6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa
yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang
diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.?®

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

29 Sperjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, CV Rajawali,
1986. HIm. 13



Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan cara berfikir Induktif, kesimpulan ditarik
dengan mengambil hal- hal yang penting dari aturan-aturan yang di analisis
dengan melalui penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu penarikan

kesimpulan berdasarkan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.*

30 Departemen pendidikan dan kebudayaan,kamus besar bahasa indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,1989.
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G. Sistematika Penulisan
Berdasarkan sistematika penulisan yang baku dan sistematis, maka

penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat)

Bab, yaitu :

BAB I : Pada bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknik
pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, metode
penarikan kesimpulan dan sistematika penulisan.

BAB Il : Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan

skripsi, berupa pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam



penulisan berupa tinjauan terhadap teori-teori mengenai Sistem
Pemberian Jujur pada masyarakat di Desa Tanjung Atap
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

BAB Il : Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang
dimuat dalam Bab | dan juga teori-teori yang dijelaskan pada

Bab Il

BAB IV : Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang

merupakan intisari dari penelitian skripsi ini



